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EDITORIAL
Buku SBY

BUKU bukan semata sumber ilmu pengetahuan,
melainkan juga sumur peradaban. Oleh karena itu,
buku--terutama yang diberikan kepada anak didik-
-hendaklah memenuhi kualitas tersebut.

Berdasarkan sudut pandang itu, sebaik-baiknya
perkara adalah janganlah negara mengeluarkan ang-
garan untuk memberi anak didik buku yang isinya
hanya memuja seorang tokoh, padahal ‘sejarah’ sang
tokoh belum selesai.

Buku mengenai tokoh dengan sejarah yang belum
selesai itulah yang diberikan kepada murid SMP
di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Tak tanggung-
tanggung, bukan satu atau dua judul, melainkan 10
judul buku, berisi profil Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono, yang dibeli memakai dana alokasi khu-
sus dari pemerintah pusat.

Semua buku itu diterbitkan PT Mediatama Sura-
karta, yang memenangi lelang dana alokasi khusus
pada 87 SMP di Tegal. Buku itu antara lain berjudul
Lebih Dekat dengan SBY: Jalan Panjang Menuju Is-
tana; Lebih Dekat dengan
SBY: Merangkai Kata
Menguntai Nada; dan

Dunia
pendidikan

Lebih Dekat dengan SBY: . . )
Memberdayakan Ekonomi ~ Mestinya disterilkan
Rakyat Kecil. : iilat

Ada tiga alasan me- dari U JEL Jllat
ngapa masuknya buku- menjilat kepada
buku itu ke sekolah di-  pregjden, Kita heran,
kecam. Pertama, isinya . iy
tidak sesuai dengan ku- Menteri Pendidikan
rikulum yang diujikan.  kok berlakon seperti
Peraturan Menteri Pen- k k dal
didikan Nasional No- KUra-Kura dalam
mor 19 Tahun 2010 ten- perahu_”

tang Petunjuk Teknis
dan Pelaksanaan Dana
Alokasi Khusus me-
nyebutkan peredaran
buku yang dibiayai
dana alokasi khusus harus sesuai dengan kurikulum
yang diujikan secara nasional.

Buku profil SBY itu sama sekali tidak ada kaitan-
nya dengan kurikulum yang diujikan secara nasio-
nal. Karena itu, membiayai buku-buku itu dengan
uang negara melanggar peraturan. Itulah sebabnya
Dewan Pendidikan Kabupaten Tegal mendesak bu-
ku-buku itu segera ditarik.

Alasan kedua motif politik di belakang buku-buku
itu. Buku-buku itu dibagikan kepada murid SMP,
yang pada Pemilu 2014 adalah pemilih pertama.
Melalui buku-buku itu, partai yang berkuasa telah
mencuri start kampanye.

Alasan ketiga, buku-buku itu dinilai mera-
cuni anak-anak karena, sedikit atau banyak, isinya
mengandung kultus individu. Hal itu tidak sehat
bagi peradaban demokrasi.

Terlebih, akhir kekuasaan presiden di Republik
ini lebih banyak tragic ending daripada happy ending.
Sekarang dipuji dan dipuja, esok dicaci dan dimaki.
Bahkan, dihujat.

Ada grand design atau tidak, sedang terjadi upaya
mengultuskan SBY. Contohnya, ada pertanyaan me-
ngenailagu karya SBY yang disusupkan sebagai soal
ujian masuk pegawai negeri. Contoh lain, dalam se-
jumlah acara resmi, lagu-lagu karya SBY juga sering
diperdengarkan. Kini, kultus individu itu masuk ke
buku yang harus dibaca anak didik.

Buku-buku yang isinya kultus individu biarlah
dijual bebas di toko buku dan menjadi pilihan bebas
orang tua untuk anak mereka. Jangan sekali-ka-
li disediakan pemerintah melalui sekolah, apalagi
menggunakan anggaran negara.

Lagi pula, dunia pendidikan mestinya disterilkan
dari upaya jilat-menjilat kepada presiden yang se-
dang berkuasa. Kita heran, Menteri Pendidikan kok
berlakon seperti kura-kura dalam perahu, pura-pura
tidak tahu.

Silakan tanggapi
Editorial ini melalui:
mediaindonesia.com

EL BARCA LANJUTKAN

KESEMPURNAAN

Dengan torehan 15

kemenangan beruntun, Messi
dkk telah menyamai rekor Madrid

pada musim 1960-61.
Olahraga, Him 28
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TRAGEDI

Diperkirakan, masih
puluhan jasad korban

kapal yang terbakar di

Nusantara, HIm 6
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NAIK TANK: Pengunjuk rasa menaiki tank saat berkumpul di Tahrir Square, Kairo, Mesir, Sabtu (29/1).

Mubarak
Beri
Sinyal
Suksesi

DI tengah maraknya protes
rakyat Mesir, Presiden Hosni
Mubarak mengangkat kepala
intelijen yang juga orang teper-
cayanya, Omar Suleiman, seba-
gai wakil presiden. Dengan
demikian, untuk pertama kali
selama 30 tahun berkuasa, Mu-
barak memiliki wakil presiden.

Bersamaan dengan pengang-
katan Suleiman, Mubarak juga
mempromosikan Ahmad Shafiq,
mantan kepala staf angkatan
udara, sebagai perdana menteri.
Selanjutnya, Shafiq akan mem-
bentuk kabinet baru.

Langkah itu mengindikasikan
rencana suksesi kepemimpin-
an. Penunjukan dua personel
militer tampaknya juga sesuai
keinginan para demonstran.

Namun, tokoh oposisi Mesir,
Mohamed ElBaradei, menga-
takan pengangkatan seorang
wakil presiden dan perdana
menteri baru di Mesir tidak cu-
kup untuk mengakhiri revolusi
menentang pemerintahan Pre-
siden Mubarak.

Hosni Mubarak

Dalam komentarnya kepada
televisi Al Jazeera, ia mendesak
Mubarak meninggalkan Mesir,
untuk kebaikan negeri itu.

Hingga berita ini diturunkan,
para demonstran mulai mendo-
minasi ibu kota Mesir, Kairo.
Militer tampak bersikap netral
meskipun di beberapa tempat
dikabarkan ada demonstran
yang tewas ditembak militer.

Beberapa personel tentara
juga menyertai demonstran
meskipun pemerintah mengelu-
arkan larangan berkumpul.

Misalnya, ketika demonstran
berkumpul di pusat Kota Kairo,
Tahrir Square, puluhan personel
militer berjaga di tempat yang
sama. Namun, mereka tidak
membubarkan demonstran.

Demonstran dibiarkan mengi-

REUTERS/AMR ABDALLAH DALSH

barkan bendera Mesir sambil
memanjat tank-tank militer
yang diparkir di Tahrir Square.

Situasi Kairo, kemarin, juga
diwarnai penjarahan.

Memasuki hari keenam de-
monstrasi, ribuan narapidana
dalam penjara di seluruh Mesir
juga dikabarkan kabur. Itu ter-
masuk 34 pemimpin organisasi
terlarang, Ikhwanul Muslimin,
di penjara Wadi Natroun.

Sementara itu menurut Press
TV, putra Mubarak, Gamal
Mubarak, yang diproyeksikan
menggantikan ayahnya, kabur
ke London, Inggris. Istri Muba-
rak, Suzanna, terbang ke Lon-
don menggunakan jet pribadi
dengan membawa lebih dari 100
koper. (Yan/Ant/*/ Al Jazeera/
AP /Reuters/X-10)
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Pemimpin
Krisis
Integritas

Partai politik telah gagal menemukan
pemimpin nasional ideal, berintegritas,

dan visioner.

ArYo BHAwONO

ERSOALAN utama

yang dihadapi Indone-

sia saat ini ialah krisis

integritas, terutama
pada para pemimpin.

Rektor Universitas Paramadi-
na Anies Baswedan di Jakarta,
kemarin, membedah persoalan
bangsa saat ini yang berurat akar
pada lemahnya kepemimpin-
an.

Ia menjelaskan kondisi Indo-
nesia kini tidak berbeda dengan
masa 1945-an dan 1950-an.
Tingkat kemiskinan pada saat
itu, kata dia, sama dengan masa
kini.

Namun, lan-
jut Anies, pada
masa lalu pe-
jabat negara,
termasuk pre-
siden, mampu
menampilkan
diri sebagai
pemimpin

krisis kepemimpinan saat ini
merupakan mata rantai krisis
nasional yang tak kunjung pu-
tus sejak reformasi.

Ia mencatat setidaknya terda-
pat empat mata rantai krisis
nasional pascareformasi, yakni
akumulasi permasalahan pada
rezim Orde Baru, gagalnya
konsolidasi kekuatan politik
sipil pada reformasi 1998, refor-
masi institusional yang tambal
sulam, dan inkonsistensi paket
UU bidang politik.

“Inkonsistensi paket UU poli-
tik ini merupakan deal antar-
elite politik. Deal yang sempit
ini tak mampu menghasilkan
pemimpin vi-
sioner. Mereka
ingin menjadi
pemimpin dan
pejabat negara
untuk mem-
perkaya diri
sendiri atau
kelompok
mereka saja,”

ha

yang memi-
liki integritas.
Kepemimpin-
an itulah, ka-
ta dia, yang

Kepemimpinan
tanpa integritas

ujarnya.
Pemimpin
pascareforma-
si, menurut
Yasraf Amir
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menggugah MeNjerumuskan bangsa  Ppiliang, selalu
masyarakat R mengabaikan
untuk hidup dalam kUrUpSL permasalahan
secaramandiri. Anies Baswedan pokok yang di-
“Kepemimpin-  Rektor Universitas Paramadina alami bangsa.
an tanpa integ- Pengabaian itu

ritas menjerumuskan bangsa
dalam korupsi,” tandasnya.

Sistem politik yang dibangun
pemimpin tanpa integritas, tam-
bah Anies, malah merongrong
sistem politik itu sendiri. Sistem
politik tidak didesain untuk
menaklukkan partai politik dan
politikus yang ingin memper-
kaya diri.

“Aturan politik dibuat demi-
kian longgar agar mudah di-
langgar. Kalau dulu, longgar-
nya aturan politik tidak untuk
dilanggar. Pemimpin memiliki
batasan etika kuat dan kedewa-
saan dalam berpolitik,” tukas
Anies.

Anies tampil dalam simpo-
sium yang digelar Nasional
Demokrat bertemakan Gerakan
perubahan untuk restorasi Indone-
sia.

Cendekiawan lain yang tampil
dalam acara yang dibuka Ketua
Umum Nasional Demokrat
Surya Paloh, antara lain, Saldi
Isra dari Universitas Andalas,
Padang, Yasraf Amir Piliang
dari ITB, Bandung, dan Syam-
sudin Haris dari Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia.

Pemimpin visioner
Syamsudin menambahkan,

dilakukan di bidang politik dan
ekonomi.

“Kepemimpinan yang ada
saat ini adalah kepemimpinan
yang reaktif. Oleh karena itu,
dibutuhkan restorasi di bidang
kepemimpinan,” katanya.

Ironisnya, kata Piliang, krisis
itu tetap tidak teratasi dengan
pemilihan presiden dan wakil
presiden secara langsung.

“Ironisnya, semua tahu rakyat
diberikan hak suara. Mereka
datangi tempat pemilihan, tapi
sama sekali tidak diberikan
hak bersuara atau berbicara,”
ungkapnya.

Itulah sebabnya, Saldi Isra
mendorong agar kesadaran
akan krisis itu perlu ditindak-
lanjuti.

Ia menyatakan krisis kepe-
mimpinan berakar dari partai
politik. Partai politik gagal
menemukan pemimpin nasio-
nal ideal, berintegritas, dan
visioner.

Saldi menantang Nasional
Demokrat untuk tampil meng-
atasi krisis kepemimpinan de-
ngan menjadi partai politik.
(X-3)

bhawono@mediaindonesia.com
Berita terkait him 2 dan 17
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Reformasi belum

Ciptakan Perubahan

Dalam satu tahun, Nasional Demokrat telah
memiliki kepengurusan di 33 provinsi, 223
kabupaten/kota, dan 177 kecamatan.

ArYo BHAWONO

UALITAS kehidupan

masyarakat tidak

banyak berubah

meskipun reformasi
telah bergulir selama 13 tahun.
Kemiskinan masih menjerat
sebagian besar masyarakat,
hukum tersandera kekuasaan,
dan abdi negara tidak melayani
masyarakat.

“Indonesia tetap berada da-
lam kelompok negara miskin di
dunia,” kata Ketua Umum Na-
sional Demokrat Surya Paloh
saat membuka Simposium
Nasional Gerakan Perubahan
untuk Restorasi Indonesia di
Jakarta Convention Center
(JCQ), Jakarta, kemarin.

Simposium yang digelar
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dalam rangka ulang tahun
pertama Nasional Demokrat
itu antara lain dihadiri oleh
mantan Wakil Presiden Jusuf
Kalla, Ketua Dewan Pertim-
bangan Nasional Demokrat
Sri Sultan Hamengku Buwono
X, dan Ketua Dewan Pakar
Nasional Demokrat Siswono
Yudo Husodo.

Menurut Surya Paloh, da-
lam menghadapi persaingan
dengan negara lain, Indonesia
sering kalah. Surya menambah-
kan, Indonesia tetap menjadi
negara miskin meski memiliki
kekayaan sumber daya alam
yang luar biasa, karena pe-
ngelola negara tidak mengelo-
lanya secara efektif.

Surya mencontohkan, aturan
perundang-undangan yang

sangat banyak, tapi implemen-
tasinya buruk. Pasalnya, hukum
sering dipraktikkan sebagai
muslihat untuk menutupi kebe-
naran substansial. “Law enforce-
ment tidak menunjukkan wujud
ketika berhadapan dengan ling-
karan kekuasaan,” ujarnya.

Menurut dia, birokrasi yang
merupakan perpanjangan ta-
ngan dari negara dalam pelayan-
an publik, juga tidak berubah ba-
nyak, yaitu tetap malas, bertele-
tele, dan berbiaya tinggi.

Surya merasa terjadi keko-
songan dalam pengabdian dan
pemberdayaan masyarakat.
Warga negara tidak terlayani
oleh negara beserta seluruh
instrumen negara.

Karena itu, ia menegaskan,
Nasional Demokrat berminat
untuk mengisi kekosongan
itu.

“Ruang kosong ini hendak
diisi melalui gerakan besar
restorasi Indonesia,” jelasnya.
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Bangun infrastruktur

Dalam pidato pembuka-
an Rapat Pimpinan Nasional
(Rapimnas) I Nasional Demo-
krat, tadi malam, Surya Paloh
menjelaskan sejak dideklarasi-
kan pada 1 Februari 2010, or-
ganisasi kemasyarakatan Na-
sional Demokrat telah memiliki
kepengurusan di 33 provinsi,
223 kabupaten/kota, dan 177
kecamatan.

Pembukaan rapimnas itu
dihadiri 3.317 peserta dari
seluruh Indonesia, serta dua
orang dari Nasional Demokrat
wilayah Jepang.

Ia optimistis, Nasional De-
mokrat bakal memiliki kepe-
ngurusan hingga ke pelosok
desa pada 1 Februari 2012.
“Kalau kita bersepakat, in-
sya Allah pada pertemuan
tahun depan, sebelum ayam
berkokok pada 1 Februari 2012,
saya mau ada pengurus pusat,
wilayah, daerah, kecamatan,

hingga di seluruh desa. Kita
akan buktikan hati dan nurani
masyarakat menginginkan Na-
sional Demokrat berkembang,”
tegasnya.

Surya menyerukan kepada
seluruh kader Nasional Demo-
krat untuk terus mengembang-
kan infrastruktur organisasi
kemasyarakatan itu. “Kita me-
miliki 1.057.000 anggota yang
terdaftar di seluruh Indonesia
serta kepengurusan di seluruh
provinsi, kabupaten/kota.
Tetapi, saya yakin dan percaya
energi yang tersisa masih ba-
nyak,” kata Surya.

Surya juga meminta para
peserta Rapimnas I untuk men-
curahkan segala pemikiran se-
hingga bisa menelurkan solusi
terbaik buat bangsa. “Nasional
Demokrat mengharapkan pe-
mikiran terbaik di rapimnas
ini,” pungkasnya. (Nav/P-1)

bhawono@mediaindonesia.com
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HADIRI SIMPOSIUM NASIONAL: Ketua Umum Nasional Demokrat Surya Paloh didampingi Ketua Dewan Pertimbangan Nasional Demokrat Sri Sultan Hamengku Buwono X
(kanan) berbincang dengan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (kiri) saat hadir dalam Simposium Nasional Restorasi Indonesia di JCC, Jakarta, kemarin.

Pemerintah Dekati Swiss Buru Aset Century

BERBAGALI upaya untuk me-
nyelesaikan kasus aset Bank
Century terus dilakukan pe-
merintah dengan menggan-
deng otoritas Swiss. Diduga,
ada aset bank tersebut yang
ditanam di sana.

Dalam konferensi pers ketika
transit di Bandara Internasional
Dubai, Minggu sekitar pukul
05.30 WIB dalam perjalanan
dari Zurich ke Tanah Air dari
kunjungan ke Forum Ekonomi
Dunia, Presiden Susilo Bam-
bang Yudhoyono mengatakan
ada sejumlah hal yang dibi-
carakan dengan otoritas Swiss
terkait dengan penuntasan
dan pengembalian aset Bank
Century.

“Dalam pertemuan saya
dengan Presiden Konfederasi
Swiss di Davos, saya angkat
perlunya kerja sama antara
Indonesia dan Swiss dalam
pengembalian aset yang diduga
sebagian berada di Swiss,” kata
Presiden.

Presiden menegaskan ber-
dasarkan laporan terakhir dari
tim terpadu yang bekerja un-
tuk mengembalikan aset Bank
Century, kerja sama dengan hu-
kum berjalan baik. “Tapi kerja
sama dengan Swiss dikatakan
kurang berjalan baik bahkan
ada kesan kurang kooperatif,”
tutur Presiden lagi.

“Penjelasan Presiden Swiss
sebenarnya mereka ingin kerja

Kerja sama dengan

Swiss dikatakan
kurang berjalan baik
bahkan ada kesan kurang
kooperatif.”

Susilo B Yudhoyono
Presiden RI

sama, tapi masih memerlukan
dokumen secara legal agar se-
mua itu bisa diproses. Karena
itu saya telah sampaikan tim
Indonesia akan datang lagi un-
tuk melengkapi dokumen yang
dimaksud,” tandas Presiden.
Dalam pandangan pakar
hukum perbankan Sutan Remy

Syahdeini, persyaratan dari
pemerintah Swiss merupakan
pekerjaan rumah sangat berat.
Sebab untuk dapat menarik
aset Indonesia yang ada di
perbankan Swiss, pemerintah
memerlukan keputusan resmi
dari pengadilan yang menya-
takan para pelaku kasus Cen-
tury sudah menjalani hukuman
pidana.

Ini berarti pemerintah ha-
rus berhasil menangkap para
pelaku kasus Century sebelum
dapat mengembalikan aset
yang ada di sana. Proses itu
saja sudah menyulitkan pe-
merintah.

“Biasanya dari pengalaman
saya dalam kasus seperti ini,

jika ingin menarik kembali aset,
pelaku harus sudah menjadi
terpidana. Kalau hanya ingin
memblokir, status pelaku harus
sudah jadi tersangka. Untuk itu
(pengembalian aset) harus su-
dah ada keterangan dari peng-
adilan bahwa tersangka sudah
menjalani hukuman pidana. Itu
yang utama,” tegas Sutan.

Selanjutnya, lanjut Sutan,
juga harus ada surat dari negara
kepada negara untuk mengu-
rus pengembalian aset. Tanpa
terpenuhi syarat-syarat seperti
itu, mustahil aset Century bisa
kembeali ke Indonesia. Apalagi
perbankan Swiss benar-benar
menjaga kerahasiaan nasabah-
nya. (Ant/*/R-2)

Selengkapnya di mediaindonesia.com

Interupsi

Buku Jendela Dunia
bukan untuk Pencitraan

PENGANTAR

ANTARA

KATA bijak menyebutkan bahwa buku itu jendela dunia. Namun,
jika mengarah pada pengultusan individu, yang ada adalah ke-
caman. Seperti buku-buku tentang Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono yang digagas Kementerian Pendidikan Nasional.
Tidak ada yang salah menerbitkan buku untuk sebuah pen-
citraan. Tapi, ketika menggunakan dana alokasi khusus yang
diambil dari APBN, tentu lain masalahnya. Cuci tangan ala
pejabat negeri pun langsung meruyak. Ada apa sebenarnya?
Sejumlah pembaca memberikan tanggapan di Mediaindonesia.
com, Facebook Harian Umum Media Indonesia, dan interupsi@
mediaindonesia.com. Berikut petikannya;

Kebanggaan Apa?

ORDE Baru jilid 2? Apa yang bisa dibanggakan dari seorang
SBY?
Eyank

Cuci Otak

INI bukan masalah anggaran, tapi lebih kepada brainwash bagi
generasi muda.
Serupa dengan Soeharto saat peristiwa 30 September dengan
menerbitkan film, atau tentang supersemar.
Darmadi Tanjung

Lebih Parah

BETUL, sekarang memang Orde Baru jilid 2, tapi lebih parah
daripada yang pertama.
Tengku A Syauqi

Kampanye Terselubung

KAMPANYE terselubung dalam rangka persiapan menuju
RI
I. Abdul Rachmat

Kata Bohong

JADI benar dong ungkapan kata ‘bohong’ kalau dari pusat me-
nyangkal.
Steph Hadi Purnomo

Generasi Penakut

SAYA khawatir generasi kita jadi penakut juga dalam membe-
rantas korupsi dan mafia nanti.

Abdun

Mereka sudah Tahu

SAYANGNYA, anak SMP dan SD pun sudah tahu mana yang

pantas untuk digugu dan ditiru.

Anam Syahmadani

MI INDONESIA

The Morning

ith Abdul Koh

PERANG LENGKONG:
Pangdam Jaya Mayjen
Marciano Norman (kiri)
didampingi Komandan

Kodim 0506/ Tangerang
Letkol Inf Ontang Roma
sesaat akan memimpin
upacara peringatan
Perang Lengkong

di Taman Makam
Pahlawan Taruna di
Tangerang, Banten,
kemarin. Pada peristiwa
Perang Lengkong 1946
sejumlah siswa militer
Tangerang yang dipimpin

Mayor Daan Mogot

tewas disergap serdadu

Jepang, sehingga 2
perwira dan 34 taruna

gugur.

ANTARA/LUCKY.R

DPR Ancam Menkeu soal Gaji Presiden

RENCANA Menteri Keuangan
(Menkeu) Agus Martowar-
dojo menaikkan gaji Presiden
dan pejabat negara menyalahi
aturan serta ketentuan yang
ada. Sebab, itu menyangkut
APBN sehingga DPR harus
dilibatkan.

“Menteri Keuangan terlam-
pau reaktif merespons pidato
Presiden soal gaji. Kenaikan
gaji Presiden dan pejabat
negara tidak serta-merta bisa
dilakukan. Hal mengenai pem-
bahasan gaji itu perlu diang-
garkan dan perlu dibahas oleh
DPR,” tukas Wakil Ketua F-
PDIP DPR Gayus Lumbuun
saat dihubungi Media Indonesia,
di Jakarta, kemarin.

Gayus menambahkan ren-
cana penaikan gaji presiden
dan pejabat negara ini sangat

tidak tepat dan tidak logis
dilakukan saat ini. Pasalnya,
selain kebijakan menteri yang
terbatas, juga karena menteri
tidak melihat rambu-rambu
ketentuan yang ada.

“Rencana menaikkan gaji
Presiden dan pejabat negara
menunjukkan kinerja menteri
hanya menyenangkan atasan-
nya. Menteri ini seperti di za-
man Orde Baru saja, menganut
ABS (asal bapak senang),”
pungkasnya.

Ternyata bukan cuma PDIP
yang tidak sependapat. Se-
tali tiga uang dengan F-PDIP,
Fraksi Partai Amanat Nasional
(F-PAN) juga terang-terangan
menolak. “Dengan tegas kami
menyatakan tidak usah (dinaik-
kan), karena akan memicu
inflasi,” tegas Ketuawvv F-PAN

Tjatur Sapto Edy.

Ia berpendapat yang justru
harus dilakukan adalah penu-
runan gaji pejabat-pejabat Bank
Indonesia (BI) dan bank-bank
milik negara. “Harusnya yang
ada itu penurunan gaji. Gaji
pejabat BI dan beberapa bank
terlalu tinggi,” ungkapnya.

Tjatur meminta Menkeu mem-
batalkan rencana penaikan gaji
Presiden dan pejabat negara
itu. “Kalau sudah ada rencana,
mending tidak usah diteruskan,
nanti tidak gol juga di DPR,”
ungkapnya. “Rata-rata fraksi di
DPR tidak bakal meloloskan itu,
terutama F-PAN.”

Gema penolakan terhadap
rencana Menkeu juga dilansir
Fraksi Partai Persatuan Pem-
bangunan (F-PPP). “Belum
pantas naik. Jangan menjadi

pemicu di tengah sensitivitas
yang ada sekarang ini,” ujar
Ketua F-PPP Hasrul Azwar.
“Belum saatnya membicarakan
penaikan gaji. Justru yang harus
dibicarakan adalah bagaimana
agar rakyat tidak kelaparan.”

Bahkan partai pendukung
pemerintah, Demokrat, juga
menilai sikap Menkeu tidak
tepat. Fraksi Partai Demokrat
(F-PD) meminta Menkeu meng-
kaji ulang rencana itu. “Pada
dasarnya, itu belum saatnya
dinaikkan,” kata Sekretaris
F-PD Saan Mustofa.

“Situasi di lapangan sekarang
ini kurang memungkinkan.
Presiden juga tidak meng-
hendaki gajinya dinaikkan.
Para prajurit TNI lebih pantas
dan jelas lebih membutuhkan.”
(*/Ide/R-2)
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OMISI Nasional Hak

Asasi Manusia (Kom-

nas HAM) segera

menguji dokumen
dan memeriksa fakta persidang-
an dalam kasus pembunuhan
terhadap Direktur PT Putra
Rajawali Banjaran Nasrudin
Zulkarnaen.

Menurut Komisioner Kom-
nas HAM Johny Nelson di Ja-
karta, kemarin, Komnas HAM
mengambil langkah uji dokumen
sebagai respons atas pernyataan
Gayus Tambunan yang menga-
takan proses hukum terhadap
jaksa Cirus Sinaga dapat mem-
bongkar rekayasa dalam kasus
yang menjerat mantan Ketua
Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) Antasari Azhar.

“Kami sudah membentuk tim.
Anggotanya dari internal. Sudah
dipastikan akan melakukan uiji
dokumen,” ujarnya.

Pada 19 Januari, seusai men-
dengar vonis dalam kasus maba
pajak, Gayus Tambunan me-
nyempatkan diri untuk menyam-
paikan ‘curahan hati’ (curhat).
Dalam curhat itu, Gayus antara
lain mengatakan, “Satgas (Satu-
an Tugas Pemberantasan MaR
Hukum) yang mengarahkan isu
dari maba pajak yang kemung-
kinan melibatkan direktur dan
Dirjen Pajak, atau maba hukum
yang kemungkinan melibatkan
Cirus Sinaga, namun ditakutkan

membongkar kasus Antasari.”

la memaparkan, pascapernya-
taan Gayus, sejumlah pihak me-
minta Komnas HAM mengek-
saminasi putusan Antasari Az-
har yang disebut menjadi otak
pembunuhan Nasrudin.

Salah satu yang mengajukan
permohonan adalah Indonesia
Police Watch (IPW). “Sebelum-
nya, Antasari Azhar melalui

Perjalanan Kasus
Antasari Azhar

11 Februari 2010

Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan memvonis Antasari Azhar
18 tahun penjara. Antasari
dinyatakan terbukti ikut serta
melakukan pembunuhan
terhadap Direktur PT Putra
Rajawali Banjaran Nasrudin
Zulkarnaen.

17 Juni 2010

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
menolak permohonan banding yang
diajukan Antasari Azhar dan
menguatkan vonis Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan.

21 September 2010

Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi
yang diajukan Antasari dan Kejaksaan
Agung. MA menyatakan, putusan PN

kuasa hukumnya datang ke
Komnas HAM, menjelaskan
ada keganjilan dalam proses
hukum,” imbuh Johny.

Tim internal itu, sambung dia,
akan mulai bekerja pada ming-
gu kedua Februari. Jika dalam
proses tersebut diketahui ada
keganjilan, Komnas HAM akan
mengeksaminasi.

Komisioner Komnas HAM

Jakarta Selatan sudah tepat.

19 Januari 2011

melib
Sinaga, namun ditakutkan
membongkar kasus
Antasari Azhar.

Ridha Saleh menambahkan, pi-
haknya akan fokus pada putusan
Antasari Azhar. “Kami melihat
apakah dalam putusan Antasari
terdapat kejanggalan terkait de-
ngan hak Antasari. Kami fokus
pada hak Antasari.”

Tim eksaminasi yang akan
dibentuk kemudian, menurut
Ridha, akan melibatkan sejumlah
pakar pidana dan pakar HAM.

Hakim khilaf

Langkah Komnas HAM itu
disambut baik oleh kuasa hukum
Antasari Azhar, Maqgdir Ismail.
“Rekomendasi Komnas HAM
akan menjadi pertimbangan
sesuai dengan kebutuhan da-
lam proses hukum, termasuk
dalam upaya peninjauan kem-
bali (PK) ke Mahkamah Agung,”
tuturnya.

Alasan pokok sebagai argu-
men melakukan PK, lanjut-
nya, adalah adanya kekhilafan
hakim terutama dalam mem-
pertimbangkan pendapat ahli
forensik.

Magqdir menambahkan, ahli
forensik Abdul Mun’im Idris di
persidangan pada 10 Desember
2009 menyatakan jenazah Nas-
rudin tiba di Rumah Sakit Cipto
Mangunkusumo (RSCM) dalam
kondisi telah dimanipulasi.

Nasrudin ditembak di bagian
kepala seusai bermain golf di
Padang Golf Modernland pada
14 Maret 2009. Nasruddin sem-
pat dibawa ke RS Mayapada,
Tangerang, kemudian dipindah-
kan ke RS Pusat Angkatan Darat
(RSPAD) Gatot Subroto, baru
dibawa ke RSCM.

Selain itu, lanjutnya, pakar
senjata menyatakan senjata yang
menjadi barang bukti di penga-
dilan dalam kondisi macet. Seba-
liknya, ahli forensik menyatakan
peluru yang bersarang di tubuh
Nasrudin berasal dari senjata
yang bagus.

la menekankan upaya PK
dilakukan untuk menegakkan
kebenaran. “Tidak ada niat un-
tuk mengembalikan kedudukan
Antasari sebagai Ketua KPK.
Bagi kami, keadilan dan kebe-
naran itu lebih penting dan lebih
berharga daripada kekuasaan,”
tutup Maqdir. (P-1)

nurulia@mediaindonesia.com

DINAMIKA
Angket Mafia Pajak Segera Diajukan

INISIATOR penggunaan hak angket maba pajak dari F-PG DPR Bam-
bang Soesatyo mengatakan, hingga Jumat (28/1), telah terkumpul
lebih dari 30 tanda tangan untuk mendukung hak angket.

Angka tersebut cukup untuk membawa hak angket ke pemba-
hasan paripurna mendatang. “Saya perkirakan senin atau selasa akan
mencapai di atas 50. Dan itu sudah lebih dari cukup untuk diajukan
kembali ke pimpinan DPR untuk dibahas di Badan Musyawarah
DPR dan selanjutnya diagendakan di paripurna,” kata Bambang di
Jakarta, kemarin.

Dalam kasus maPa pajak, selain penggunaan hak angket, Komisi
XI DPR juga berencana membentuk panitia khusus (pansus) peng-
awasan panja perpajakan. Anggota DPR dari F-PDIP Ganjar Pra-
nowo mengaku heran dengan kehadiran pansus di Komisi XI DPR
itu. “Sebenarnya dengan adanya hak angket, publik akan menguiji
keseriusan DPR dalam menangani masalah méea pajak,” ungkap
Ganjar. (*/P-1)

Muhammadiyah Bentuk Posko

RUMAH Pengaduan Kebohongan Publik mulai terbentuk di daerah.

Seperti yang dilakukan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah

Kota Surabaya, Jawa Timur, dengan mendirikan rumah pengaduan
di Surabaya.

“Siapa saja masyarakat yang tidak mengerti dan tidak paham
dengan maksud kesepakatan para tokoh lintas agama tersebut,
kami akan memberi petunjuk dan menjelaskannya,” kata Wakil
Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Surabaya Imam Subari
di Surabaya, Sabtu (29/1).

Dalam musyawarah daerah pimpinan daerah Muhammadiyah
Kota Surabaya yang digelar mulai kemarin, ribuan warga mengikuti
berbagai kegiatan, seperti jalan sehat, pameran pendidikan, hingga
membubuhkan tanda tangan di atas kain putih sepanjang 500 meter.
Tanda tangan itu sebagai dukungan kepada Ketua Umum Pengurus
Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin yang bergabung dalam
tokoh lintas agama menolak kebohongan. (Ant/P-1)

PKB Dukung DPRD Pilih Gubernur

PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) mendukung pemilihan guber-
nur oleh DPRD, bukan melalui pemilihan umum kepala daerah
(pemilu kada).

“PKB berpandangan gubernur sebaiknya dipilih DPRD dan men-
dapatkan pengesahan dari presiden karena kewenangan gubernur
sebagai wakil pemerintah pusat di daerah,” kata Ketua Umum DPP
PKB Muhaimin Iskandar di Jakarta, kemarin.

Muhaimin tidak membantah pemilu kada membawa dampak
positif bagi masyarakat yakni memberikan kesempatan kepada
masyarakat untuk berpartisipasi langsung memilih pemimpin
mereka. Tetapi, lanjutnya, ada sejumlah alasan sehingga gubernur
sebaiknya dipilih melalui DPRD yaitu kewenangan gubernur sangat
terbatas jika dibandingkan dengan bupati dan wali kota.

Gubernur, katanya, lebih sebagai wakil pemerintah pusat di
daerah yang menjadi jembatan penghubung antara pusat dan
daerah. (Nav/P-1)

di Tahun Kelinci

Kami berusaha
menggunakan

sesuatu yang sedang
diminati masyarakat.

Sehingga, sepak bola
adalah olahraga yang

paling tepat.”

Hawe Wijono
GM Sales & Marketing
PT Dua Kelinci



